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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan terciptanya Provinsi Sumatera Selatan yang tertib, tentram

danaman perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat yang merupakan harapan pemerintah dan warga masyarakat

Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja angka II sub angka 1 Penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat akan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong

Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu badan

untuk melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000, tentang susunan

organisasi Dinas-dinas, Badan-badan, Insatnsi-instansi di daerah Provinsi Sumatera

Selatan. Sebagai suatu lembaga, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan,

tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi. Keberadaannya sangat ditentukan oleh

operasionalisasi dan implementasi sebagai bagian kegiatan yang telah menjadi Tanggung

jawab Satuan Polisi Pamong Praja yang dijabarkan dari Visi dan Misi yang diemban.

Sebagai bahan penunjang yang membantu Gubernur selaku Kepala Daerah. Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi, dan

mengendalikan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakkan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja
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mengatakan bahwa adanya perubahan struktur kelembagaan di Provinsi dan Kabupaten

Kota khususnya Kantor Kesbangpol Linmas dengan Satpol PP. Merujuk pada aturan

tersebut, fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini merupakan salah satu seksi

dalam struktur Organisasi pada Kantor Kesbangpol dan Linmas kini beralih menjadi seksi

dalam struktur organisasi Satpol PP. Keberadaan Satlinmas sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah

Desa/Kelurahan. Satlinmas beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali

pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana,

mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Satuan

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan

masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat

pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta

membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan. Selain itu, Satlinmas

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membantu memelihara dan meningkatkan kondisi dan tata tertib dikalangan

masyarakat.

2. Membantu masyarakat menanggulangi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan

oleh gangguan keamanan dan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian

jiwa dan harta benda.

3. Membantu membina masyarakat untuk mempertinggikan kesadaran hukum, daya

tahan serta daya lawan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi segala

macam pelanggaran dan kejahatan.
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4. Perbantuan kepada Pemerintah Daerah, Kepolsian dalam memelihara ketentraman

dan ketertiban umum.

5. Perbantuan kepada TNI dalam upaya pertahanan Negara.

6. Perbantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Berdasarkan data yang ada, Jumlah Anggota Satlinmas se-Sumsel per Agustus

2016 sebanyak 25.146 orang yang tersebar di 3.231 Desa/Kelurahan (dari 17 Kab/Kota)

atau rata-rata 7:1 perdesa. Angka tersebut masih kurang bila dibandingkan jumlah yang

seharusnya sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 yaitu minimal 17 orang perdesa,

atau 54.927 orang. Suatu jumlah yang cukup besar yang apabila diberdayakan secara

optimal diharapkan dapat membantu mewujudkan kondisi tentram dan tertib di Sumatera

Selatan. Bila dibandingkan jumlah anggota Satpol PP se- Sumatera Selatan yang

berjumlah 4.589 orang (1.257 PNS, 3.332 Honorer), maka jumlahnya hanya 18 persen dari

jumlah Satlinmas se- Sumatera Selatan.

Saat ini Satuan Linmas belum dapat menjadi pelopor dan penggerak pengamanan

swakarsa di tengah- tengah masyarakat untuk menciptakan situasi tertib, tenteram dan

aman. Hal ini antara lain karena belum adanya alat deteksi dini terhadap gangguan tibum

tramas di desa/kelurahan. Satlinmas selama ini hanya bekerja secara manual belum

menggunakan alat yang berbasis IT.

Adapun kondisi saat ini dan yang ideal adalah sebagai berikut :



5

Tabel 1.1 Kondisi Satlinmas

Sumber: Rancangan Proyek Perubahan Tahun 2016

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2017

mengenai Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyebutkan

bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan

yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan

perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa

aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Adapun permasalahan yang

dihadapi dalam Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat antara lain adalah :

a. Peredaran dan penyalahgunaan miras;

b. Kegiatan pelacuran;

c. Masalah Perusakan kelestarian lingkungan hutan;

d. Premanisme;

e. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang berkeliaran;

f. Pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan;

g. Kegiatan pedagang kaki lima yg masih melanggar ketentuan.

Kondisi saat ini Kondisi ideal

Belum ada deteksi dini gangguan
tramtibum di desa/kelurahan

Ada deteksi dini gangguan tramtibum di
desa/kelurahan berbasis IT

Satlinmas belum kompeten Satlinmas kompeten

Data gangguan tibum tramas tidak
di-update

Data gangguan tibum tramas riil dan update

Laporan gangguan tibum tramas
tidak tepat waktu dan manual

Laporan gangguan tibum tramas tepat waktu
dan online
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Selain itu adanya potensi gangguan ketenteraman masyarakat, antara lain bencana

alam; dampak pembangunan yang tidak sesuai harapan masyarakat; dan Pengaruh negatif

globalisasi. Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan yang mempunyai

tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.12 tahun 2012 tanggal 6

Agustus 2012 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 33 Tahun 2012 tanggal 24

September 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Sumatera Selatan, perlu membangun sistem deteksi dini gangguan Ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat berbasis IT yang akan dilaksanakan pada setiap Satlinmas di

Sumatera Selatan.

Deteksi dini adalah suatu usaha untuk menemukan keberadaan permasalahan yang

akan timbul didalam masyarakat. Sedangkan, Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa

Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk

teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,

mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Jadi, Deteksi Dini berbasis IT

adalah suatu usaha untuk menemukan keberadaan permasalahan yang timbul didalam

masyarakat dengan menggunakan aplikasi Deteksi dini berbasis Android.

Namun pada saat penerapan aplikasi tersebut menemui berbagai macam kendala

yang dihadapi seperti

1. Terbatasnya anggaran yang disediakan. Dalam penerapan aplikasi tersebut,

dianggarkan menggunakan dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jasa

aplikasi dan pengadaan barang

2. Terbatasnya kemampuan teknologi informasi dari Satlinmas. Anggota Satlinmas

baik yang di kabupaten/desa hampir memasuki usia lansia dimana mereka sulit
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memahami penggunaan teknologi dalam hal ini penggunaan android dan internet.

3. Keengganan instansi/SKPD terkait untuk ikut membina Satlinmas. Dalam

melakukan sosialisasi, pencanangan dan Mou aplikasi IT ini intansi yang terkait

kurang berpatisipasi.

4. Keengganan dari anggota Satlinmas untuk berperan secara optimal dikarenakan

aktifitas sehari-hari untuk mencari nafkah sudah menyita waktu. Anggota

Satlinmas terutama anggota yang berada pada tingkat kelurahan/desa tidak

menjadikan pekerjaan menjadi anggota satlinmas sebagai mata pencaharian yang

utama mereka disibukan dengan berbagai aktifitas yang lain sehingga dalam

menjadi anggota satlinmas mereka tidak optimal. Selain itu, aplikasi ini hanya

dapat digunakan oleh para anggota Satlinmas dimana masyarakat belum bisa ikut

serta menjalankan aplikasi tersebut dengan cara login atau masuk ke aplikasi

tersebut menggunakan nomor induk pegawai satlinmas itu sendiri. Berdasarkan

data dan latar belakang yang ada dan telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian ini dan bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis

Implementasi Aplikasi Deteksi Dini Gangguan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat berbasis IT oleh Satuan perlindungan masyarakat

Provinsi Sumatera Selatan

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Deteksi Dini Gangguan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat Berbasis IT oleh Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Sumatera Selatan ?

2. Apa saja permasalahan yang terjadi pada saat Implementasi Aplikasi Deteksi Dini
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Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Berbasis IT oleh Satuan

Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Deteksi Dini

Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berbasis IT oleh Satlinmas

Provinsi Sumatera Selatan dan agar Satlinmas dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi

mencegah tangkal secara dini timbulnya gangguan Trantibum dengan menggunakan IT.

Sehingga Satlinmas dapat merespon dengan cepat, arif dan bijaksana setiap perkembangan

situasi yang menjurus pada terjadinya gangguan Trantibum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada 2 yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah

Tugas Satpol PP, Polri dan TNI semakin optimal karena didukung oleh Satlinmas

Mendukung Asian Games 2018 dan Motogp 2018 di Palembang.

B. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai bahan masukan bagi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera

Selatan untuk meningkatkan keefektifan dari penggunaan aplikasi tersebut.

C. Bagi Satlinmas

Satlinmas lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

B. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan,pengetahuan, dan pengalaman secara langsung dengan

menerapkan teori yang diperoleh dari institusi pendidikan.
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1.4.2 Manfaat teoritis

A. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat memberikan masukan ilmu yang berguna dan sebagai bahan pembelajaran

dan memperkaya ilmu pengetahuan dari hasil penelitian.

B. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya

yang sesuai dengan materi yang berhubungan dengan materi yang diambil.
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